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‘MENARA SUDIRMANLLANTAI 18 J1, Jend Sudirman Kav. 80 Jakarta - 12190
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Jakarta, 1 September 2006

Nomor - » 02/IX/2006
Perihal = : Permohonan

Kepada Yth.

Bapak Direktur Jenderal Administrasj Hukum Umum o
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi
JL. H.R. Rasuna Said Kav. §-7 .
Jakarta

Dengan hormat,.

Berkenaan_ dengan penolakan pendaftaran fidusia oleh Kantoi' Pendaftaran Fidusia
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manvsi: Republik Indonesia
Propinsi DKI Jakarta (“Kantor Fidusia®) atas Akta Fidusia tan; gal 25 Agustus 2006
Nomor 179, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikur

1. Bahwa selama ini lazim dikenal sebagai salah satu ja'ninan secara fidusia -

adalah fidusia atas rekening Bank, dimana Sesuangei hnya yang menjadi
obyek atas fidusia tersebut adalak uang atau saldo yang ada dalam rekening
tersebut, . :

2. Bahwa uang atau saldo yang ada dalam rekening ter sbut sewaktu-waktu
dapat ditagihkan atau diambil olef Pemegang rekenin ; tersebut, sehingga
uang atau saldo yang ada dalam rekening tersebut meruy akan obyek jaminan
fidusia; .

3. Bahwa sebelumnya kami juga telah melakukan pendaf aran fidusia dengan
jaminan yang sama yaitu antara lain - a

3. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 24 Mai it 2006 Nomor 175,
Sertipikat Fidusia Nomor W7-002225 HT. }4.06.TH.2006/STD
tanggal 5 Mei 2006; . . '

* b. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 24 Mar t 2006 Nomor 177,

Sertipikat Fidusia Nomor W7:002201 HT. 14.06.TH.2006/STD -

tanggal S Mei 2006;

¢ Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 6 Api’l 2006 Nomor 28,

Sertipikat Fidusia Nomor W7-002273 HT 4.06.TH.2006/STD
tanggal 12 April 2006; , _
d. Akta Perjanjian Fidusia Atas Rekening Bank ("De ignated Accounts™)
tanggal 6 Juli 2006 Nomor 21, Sertipikat Fidusia Nomor W7-004720
HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 10 Agustus 200} ;
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e. Akta Jaminan Fidusia (Rekening) tanggal 28 | uh 2006 Nomior 14]
Sertipikat Fidusia Nomor W7-005271 H F 04.06. TH 2006/STD
tanggal 2 Agustus 2006; '

f. Dan lain-lain.

4, Bahwa Jamiman tersebut sangat penting bagi lalulmtas i ‘unia usaha mengmgai
banyak rekening penampungan/ascrow account yang - mldmya cukup besar
. . yang sengaja dibuat mereka untuk dijadikan sebagai j Jar inan.

Bcrdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon pen;elasan dan petunjuk Bapak
mengenai hal tersebut. ,

Demikian permohonar ini kami sampalkan atas perhatian dar kcbqaksanaan Bapak
kami ucapkan banyak terimakasm

Homia't karm

To-Dirjen Fid.Rek

TOTAL P. 83



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Jakarta Selatan

Nomor
Lampiran
Perihal

Telp. (021) 5202387-90

Jakarta, 27 September 2006

1 CoETe01410-74 Kepada

Yth. Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn,

: Permohonan Menara sudirman Lantai 18

JI. Jend. Sudirman Kav. 60
di-
JAKARTA

Membalas surat Saudara Nomor: 02/1X/2006 tanggal 1

September 2006, perihal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1.

Bahwa dalam dunia usaha, apabila pengusaha tidak
mempunyai modal (uang) yang cukup atau ingin menambah
modal (uang) untuk pengembangan usahanya, maka
pengusaha tersebut mengajukan kredit ke bank. Salah satu
syarat untuk mendapatkan pinjaman uang, pihak debitor
harus mermberikan jaminan kebendaan. Persyaratan tersebut,
antara lain bertujuan apabila debitor tersebut cidera janji
maka bank akan mengeksekusi benda yang dijaminkan
tersebut melalui pelelangan umum. Oleh karena itu, tidak
lazim pinjam uang dijamin dengan uang.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disingkat UUJF,
menyatskan bahwa “Undang-undang ini berlaku terhadap
setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda
dengan Jaminan Fidusia®, artinya jaminan fidusia adalah
agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan
(2akelijke zekerheid, security right in rem).
Pasal 1 angka 4 UUJF, menyatakan bahwa “ Benda adalah
segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar
maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang
tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
atau hipotek.

Berdasarkan uraian fersebut di atas, maka ciri-citi/sifat-sifat

dari hak kebendaan adalah:

a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga.

b. Hak kebendaan mempunyai zaakgevolg atau droit de suit ,
artinya hak itu mengikuti bendanya — dimanapun juga atau
dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak itu
terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.

c. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak
mendahylu)

d. Oleh karena itu. rekening bank tidak termasuk katagori
Benda atau hak kebendaan, melainkan hak perorangan,

yaitu melekat pada orang yang mempunyai rekening, tidak

dapat dialihkan dipindahtangankan, apabila rekening




tersebut ditutup maka lenyaplah ke:milikan atas rekening
bank tersebut. ;'

. ‘Rekening. bank bukan merupakan f_-ijoiutang atau tagihan

terhadap bank, karena rekening bank. merupakan perikatan
antara bank dengan nasabahnya unt ik membuka rekening
bank dengan maksud untuk meimpan uang milik
pemegang rekening (nasabah) dengar mendapatikan bunga.
Dan di dalam perjanjian antara bank d }ngan pemilik rekening
{nasabahnya) tidak ada satu klausulun yang mengatakan
bahwa bank mempunyai' utang kepz ja nasabahnya, dan
nasabah mempunyai piutang terhadap bank.

Terhadap status dari jaminan fidusia berupa rekening bank

. yang pada saat ini telah terdaftar ¢ Kantor Pendafataran

Fidusia, masih tetap berlaku sampai ( ilakukan penghapusan
atau pencoretan Sertifikat Jaminan -Fidusia. Karena yang
berhak menghapus atau mencoret Se tifikat Jaminan Fidusia
adalah Penerima Fidusia. Berdasar:an UUJF Kantor
Pendaftaran Fidusia tidak berwenaig mencabut Sertifikat
Jaminan Fidusia yang obyeknya sal W, yaitu bukan benda
atau hak kebendaan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF, antara lain menyatakan
bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia tic 2k melakukan penilaian
terhadap kebenaran yang dicantumlan dalam peryataan
Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan :3tapi hanya melakukan
pengecekan data sebagaimana dim:aksud dalam Pasal 13
ayat (2). Oleh karena itu, apabila d cemudian hari terdapat
perselisihan antara Pemberi Fiduiia dengan Penerima
Fidusia mengenai obyek Jaminan Fidusia yang bukan
merupakan hak kebendaan, melaitkan hak perorangan,
bukan menjadi tanggung jawab Kan >r Pendaftaran Fidusia,
melainkan konsultan hukum yang me npersiapkan pesjanjian
Jaminan Fidusia dan aftau notari: yang membuat Akta
Jaminan Fidusia. A

Berdasarkan uaraian tersebut di ates, maka sikap Kantor
Pendaftaran Fidusia pada Kantc Wilayah Departemen

-Hukum dan HAM Rl Provinsi DKI un'uk selanjuinya menolak

Jaminan Fidusia berupa rekening atau hak perorangan
lainnya sudah sesuai dengan ketentu in yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Pih. DEREKTUR JENDERAL ..
IS TRASI HUKUM UMUM
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TrasiBs { TIAPAH, S.H.
} IP. 040028009

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukurn dan HAM 'rovinsi DKI Jakarta;




DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387-90

Jakarta,

Nomor T Kepada
Lampiran : Yth. -~
Perihal : Permohonan klarifikasi

Rekening Bank/uang di

dalam Rekening Bank .

sebagai Obyek Jaminan di-

Fidusia JAKARTA

Membalas surat Saudara Nomor:

i . perihal sebagaiiona tersebut
pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut;

1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disingkat UUJF,
menentukan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi”, artinya
jaminan fidusia bersifat aksesor (accesscir) dari suatu
perjanjian pokok. -

2. Pasal 2 UUJF, meneyatakan bahwa “Undang-undang ini
beraku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk
membebani Benda dengan Jaminan Fidusia®, artinya
jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau
jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in
rem).

3. Pasal 1 angka 4 UUJF, menyatakan bahwa " Benda adalah
segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar
maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang
tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
atau hipotek.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ciri-ciri/sifat-sifat
dari hak kebendaan adalah:

a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutiali, yaitu dapat
dipertahankan terhadap siapaun juga.

b. Hak kebendaan mempunyai zaakgevolg atau droit de suif ,
artinya hak itu mengikuti bendanya — dimanapun juga atau
dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak itu
terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.

c. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak
mendahulu}

d. Oleh karena itu. rekening bank tidak termasuk katagori
Benda atau.-hak kebendaan, melainkan hak perorangan,
yaitu melekat pada orang yang mempunyai rekening, tidak
dapat dialihkan dipindahtangankan, apabila rekening
tersebut ditutup maka lenyaplah kepemilikan atas rekening
bank tersebut.




5. Rekening bank bukan merupakan piutang atau tagihan
terhadap bank, karena rekening bank merupakan perikatan
antara bank dengan nasabahnya untuk membuka rekening
bank dengan maksud untuk menyimpan uang milik
pemegang rekening (nasabah) dengan mendapatkan bunga.
Dan di dalam perjanjian antara bank dengan pemilik rekening
(nasabahnya) tidak ada satu klausulpun yang mengatakan
bahwa bank mempunyai utang kepada nasabahnya, dan
nasabah mempunyai piutang terhadap bank.

6. Terhadap status dari jaminan fidusia berupa rekening bank

~ yang pada saat ini telah terdaftar di Kantor Pendafataran
Fidusia, masih tetap berlaku sampai dilakukan penghapusan
atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia. Karena yang
berhak menghapus atau mencoret Sertifikat Jaminan Fidusia
adalah Penerima Fidusia. Berdasarkan UUJF Kantor
Pendaftaran Fidusia tidak berwenang. mencabut Sertifikat
Jaminan Fidusia yang obyeknya salah, vaitu bukan benda
atau hak kebendaan. ,

7. Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF, antara lain menyatakan
bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian
terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan
Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan
pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2). Oleh karena itu, apabila dikemudian hari terdapat
perselisinan antara Pemberi Fidusia dengan Penefima
Fidusia mengenai obyek Jaminan Fidusia vang bukan
merupakan hak kebendaan, melainkan hak perorangan,
bukan menjadi tanggung jawab Kantor Pendaftaran Fidusia,
melainkan konsultan hukum yang mempersiapkan perjanjian
Jaminan Fidusia dan atau notaris yang membuat Akta
Jaminan Fidusia,

Demikian untuk diketahui.

a.n. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Plh. DIREKTUR PERDATA,

g

%\.R.H. TJAPAH, S H.
NiP. 040028009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan);




